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ABSTRAK

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial yang
memberikan bantuan berupa uang tunai yang digunakan untuk membantu kebutuhan
masyarakat dalam katagori kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang
diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga
Harapan. Dalam penerapan Program Keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa
Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, diduga masih belum tepat
sasaran. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni, bagaimana Implementasi
Peraturan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga
Harapan di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh
tamiang?, dan Bagaimana Tinjauan Siyasah al-Maliyah terhadap Peraturan Menteri
Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan
Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang?.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. metode penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif. metode pendekatannya menggunakan
pendekatan yuridis empiris, sumber data penelitian yang digunakan sumber data
primer yaitu Kepala Desa, Pendamping Sosial PKH dan Peserta PKH dan sumber
data sekunder, dan teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara,
observasi yaitu melihat langsung rumah Peserta PKH dan pengambilan uang tunai.
Dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi
Peraturan menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan di
Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang telah diterapkan sesuai
prosedur hanya saja belum sepenuhnya baik. Hal ini dikarenakan Pendamping sosial
PKH tidak melaksanakan tugasnya yaitu pertemuan setiap bulan, yang menyebabkan
tidak telaksanakannya pemutakhiran data atau peninjauan kembali data terkini
peserta PKH hal tersebut menyebabkan masih adanya keluarga dalam katagori
mampu terdata sebagai peserta PKH. Sedangkan dalam tinjauan Siyasah al-Maliyah
terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga
Harapan (PKH) dan Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka
Kab. Aceh Tamiang 1. telah sesuai dengan tanggung jawab negara yaitu memberikan
jaminan sosial. 2. sedangkan dalam landasan keadilan Program Keluarga Harapan
(PKH) masih belum terpenuhi, dan untuk penyelenggaraan pemerintah di Desa
Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang belum efektif, Pendamping
Sosial PKH tidak bertanggung jawab dalam tugasnya yaitu pertemuan setiap
bulannya.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Siyasah al-Maliyah, Permensos No. 1
Tahun 2018.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi persoalan terbesar di Indonesia dan merupakan
sorotan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Gejala kemiskinan tersebut
meningkat sejalan dengan permasalahan multidimensional yang sedang dihadapi
bangsa Indonesia.* Hal ini dikarnakan Indonesia merupakan Negara yang tingkat
kemiskinan rakyatnya masih jauh dari tingkat kesejahteraan. Kemiskinan dapat
diartikan sebagai kurangnya kesejahteraan terutama terkait dengan kepunyaan
barang dan konsumsi. Oleh karena itu, jika pendapatan dan pengeluaran tidak
sesuai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar seperti
pangan, sandang, papan, dan kesehatan yang buruk, maka masyarakat tersebut

dapat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan.?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menetapkan bahwa Indonesia memiliki harapan untuk kesejahteraan rakyatnya.
Yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia guna

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.®

' Edi Suharto, “Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik”. (Bandung : Alfabeta,
2007), h. 131.

? Salim dan Emil, “Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan”. ( Jakarta :
Yayasan ldayu, 1982 ), h. 37.

¥ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945



Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah
kemiskinan, salah satunya dengan memberikan bantuan dan lapangan kerja
kepada masyarakat yang kurang mampu disebut sebagai bantuan
sosial.Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa program bantuan sosial
untuk membantu masyarakat miskin, yaitu program berbasis perlindungan sosial
seperti Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesma), Beras Untuk Keluarga
Miskin (Raskin), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan.
Program-program tersebut didasarkan pada Pasal 1 (9) UU No. 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial, “Segala upaya yang ditujukan untuk mencegah dan
merespon guncangan sosial dan risiko kerentanan disebut sebagai perlindungan
sosial”.* Namun program-program tersebut belum optimal masih banyak
masyarakat miskin yang belum tersentuh dan sejahtera sehingga masih banyak

masyarakatnya yang perlu di bantu untuk perekonomiannya.

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah
program keluarga harapan. Program Keluarga Harapan atau di singkat PKH
adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau
seseorang yang miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan
fakir miskin, yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan
ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.> Peraturan Menteri Sosial

No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di tetapkan untuk

* Pasal 1 Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
> Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan



mendukung program lanjutan dari program perlindungan sosial untuk mengentas
kemiskinan yang berkelanjutan, terarah dan terencana dalam Program Keluarga
Harapan sebagai bentuan sosial bersyarat yang ditetapkan untuk keluarga yang

membutuhkan diharapkan untuk dapat membantu perekonomiannya.

Dalam tinjauan Siyasah al-Méaliyah, secara umum dirumuskan bahwa
Siyasah al-Maliyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.
Program kelurga harapan (PKH) termasuk ke dalam prinsip Siyasah al-Maliyah.
Siyasah al-Maliyah secara etimologi adalah politik ilmu keuangan, sedangkan
secara terminologi Siyasah al-Maliyah adalah mengatur segala aspek yang
berkaitan dengan pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran harta milik Negara
yang sesuai dengan kemaslahatan. Dalam Siyasah al-Maliyah pengaturannya
untuk kemaslahatan rakyat ada tiga faktor hubungan dalamdiantaranya adalah

rakyat, harta, dan kekuasaan atau pemerintahan.®

Sebagaimana Allah SWT berfirman QS. Al-Hasyr : 7

Sl JaT (oo adih) le 1 1051 Lo
ooy o]l sddy Jawiddy 4JJ s
OS50 ¥ S Joudl Q;t; Q%ﬁJJJ‘b

asSl Loy p0 s Loty oo 1033

e pSues Loy b5dxs Iyl

¢ Abdul Wahab Khallaf, “Politik Hukum Zslam . (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya,
1994), h. 79.
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Artinya : “ Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada
Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka
adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-
orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan
beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang
diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu,

tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras
hukumnya.”

Ayat diatas menjelaskan suatu perintah dalam mengelola harta yang
diperoleh dan menjadi penataan yang benar. Pengelolaan harta yang benar
sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan menghilangkan kesenjangan sosial
dalam masyarakat. sehingga harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang
kaya saja di antara kamu. Manusia harus sadar bahwa harta kekayaan yang ada

padanya adalah rezeki dari Allah.’

Dalam Implementasi PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka
Kab. Aceh Tamiang telah terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial
tersebut. Dimana dalam teorinya Penyaluran Bantuan Sosial PKH diatur dalam
kebijakan pemerintah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran
bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan
yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,

rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial PKH ini

’ Djazuli, “Figh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah”. ( Jakarta : Kencana, 2003 ), h. 182.



disalurkan ke masyarakat di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh
Tamiang dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat
memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta

meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Berdaarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas hal
tersebut dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial
No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari
Siyasah al-Maliyah (Studi Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab.

Aceh Tamiang).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan untuk menghindari
pembahasan yang terlalu luas maka penulis perlu membuat batasan masalah.
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pasal 3 Peraturan
Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan
penelitianya dilaksanakan hanya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab.

Aceh Tamiang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka yang

menjadi rumusan masalah sebagai berikut :



1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pantai Cempa Kec.
Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang ?

2. Bagaimana tinjauan Siyasah al-Maliyah terhadap Peraturan Menteri Sosial
No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan
Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh

Tamiang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun
2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pantai Cempa
Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang

2. Mendeskripsikan tinjauan Siyasah al-Maliyah terhadap Peraturan Menteri
Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di
dan Implementasinya Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh

Tamiang

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

berikut:



a. Sebagai sumbangan pemikiran keilmuan yang berkaitan dengan
pengetahuan dan pemikiran mengenai Implementasi Peraturan Menteri
Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
tinjauan figh Siyasah al-Maliyah.

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang
akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang serupa dengan

penelitian ini.

F. Penelitian terdahulu

Jelpin Saris Supratman, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan, 2019, yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Belawan li Kecamatan
Medan Belawan Kota Medan”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
Metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur
pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara
menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan
fakta-fakta ~ yang nampak  atau  sebagaimana  adanya. Key
Informan/Narasumber  terdiri  dari: Kordinator Pendamping PKH,
Pendamping PKH, Lurah Belawan Il, masyarakat. Bantuan dana PKH di
Kecamatan Kelurahan Belawan 1l sudah cukup membantu perekonomian
masyarakat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di bidang kesehatan ibu
hamil dan balita serta pendidikan dasar anak, sesuai dengan tujuan

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Kelurahan Belawan I1. Dari hasil penelitian



penulis mengambil kesimpulan bahwa tahapan pencapaian tujuan
pelaksanaan PKH di Kecamatan Kelurahan Belawan Il ini sudah terlaksana
dengan baik dan sudah sesuai dengan tujuan Pelaksanaan PKH di Kecamatan
Kelurahan Belawan Il. Keseluruhan masyarakat penerima Program Keluarga
Harapan di Kelurahan Belawan Il menggunakan dana PKH yang mereka
terima untuk tujuan sebenarnya vyaitu sebagai biaya akses pelayanan
kesehatan ibu menyusui, balita dan pendidikan dasar anak-anak sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan. Peserta PKH di Kelurahan Belawan Il pada
umumnya mereka patuh dengan komitmen yang telah ditetapkan, dan belum
ada yang terkena sanksi ataupun hukuman. Persamaan penelitian ini adalah
sama-sama mengkaji PKH, perbedaannya dikaji dalam sudut pandang

Siyasah al-Maliyah.?

Mitha Angraeni, Uin Raden Intan Lampung, 2019 yang berjudul
“Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap kondisi Sosial
Ekonomi Rumah Tangga Miskin perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada
Dusun Cisarua Desa Muara Putih Kecamatan Natarkabupaten Lampung
Selatan)”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Objek penelitian
ini adalah peserta penerima bantuan bantuan PKH di Dusun Cisarua Desa
Muara Putih. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil

kuesioner, observasi dan data sekunder meliputi dokumen dan arsip PKH dan

8 Jelpin Saris Supratman, “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Belawan li Kecamatan Medan Belawan Kota Medan”
(Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019).



arsip Desa Muara Putih. Metode analisis data berupa uji validitas, uji
reliabilitas, dan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Progrm Keluarga Harapan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kondisi sosial ekonomi RTM (). Dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu
keadilan, tanggung jawab, dan jaminan sosial (takaful) dalam
implementasinya PKH di Dusun Cisarua Desa Muara Putih sudah berlaku
adil, tanggung jawab dan PKH sebagai bentuk jaminan sosial kepada
masyarakat yang diberikan Pemerintah agar terciptanya masyarakat sejahtera
dan RTM bisa terlepas dari kungkungan kemiskinan.® Persamaan penelitian
ini adalah sama-sama mengkaji Program keluarga harapan (PKH),

perbedaanya dikaji dalam sudut pandang Siyasah al-Maliyah.

Rizki Amelia, UIN Raden Intan, 2019 yang berjudul “Analisis Hukum
Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterkan Masyarakat Kurang
Mampu Melalui Program Keluarga Harapan ( Studi, di Kelurahan Kali Balau
Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”. Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan peneliatian lapangan dengan metode penelitian
deskriptif analitis dan analisis kualitatif yaitu terjun langsung ke lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Peran negara
dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui Program
Keluarga Harapan (PKH) sudah direalisasikan di Kelurahan Kali Balau

Kencana hanya saja belum optimal sebagaimana kendala yang masih terjadi

’ Mitha Angraeni, “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap kondisi
Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin perspektif Ekonomi Islam”, ( Lampung : Uin Raden Intan
Lampung, 2019).
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antara lain : a. Bantuan yang belum tepat sasaran, b.Keterlambatan dalam
mengurus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan, c. Saldo nol
di dalam ATM. 2. Hukum Islam mengenai bantuan sosial PKH bahwa
bantuan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam yakni tujuan keduanya
untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu sebagaimana
dijelaskan di dalam Q.S An-Nahl (16) : 67. Direkomendasikan kepada 1.
Dinas Sosial seharusnya terjun langsung ke lapangan agar dapat melihat
masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana yang seharusnya layak untuk
dibantu dan mendapatkan bantuan sosial PKH. 2. Kepada masyarakat di
Kelurahan Kali Balau Kencana lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan PKH
maupun mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH yang sudah diatur oleh
pemerintah.’® Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang
program keluarga harapan, perbedaan di kaji dalam sudut pandang Siyasah

al-Maliyah.

Sistematika Pembahasan
Agar permasalahan yang diangkat mudah dipahami dan dibahas, serta
untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang isi skripsi ini,
maka penulisan skripsi ini disusun dengan membaginya dalam lima bab
dengan sistematika sebagai berikut:
Bab satu adalah pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar

belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan

19 Rizki Amelia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterkan

Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan”. (Lampung : UIN Raden
Intan, 2019).
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penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika

pembahasan.

Bab dua adalah landasan teori, pembahasan dalam bab ini meliputi
tentang teori implementasi kebijakan, pengertian dan ruang lingkup
program keluarga harapan, Peraturan Menteri dalam Hierarki Perundang-
Undang, Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) menurut
Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga

Harapan, dan tinjauan Siyasah al-Maliyah.

Bab tiga adalah metodologi penelitian, pembahasan dalam bab ini
meliputi, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data
penelitian, teknik pengambilan data, validasi data, analisis data,
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau

verifikasi data.

Bab empat merupakan bagian dari hasil penelitian yang telah
penulis kaji, pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum lokasi
penelitian, Implementasi Peraturan MenteriSosial No. 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pantai Cempa Kec.
Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiangdan Tinjauan Siyasah al-Maliyah
terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program
Keluarga Harapan (PKH) dan Implementasinya di Desa Pantai Cempa

Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.
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Bab lima merupakan bab penutup, bahasan dalam bab ini adalah
kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya
serta beberapa saran yang diharapkan dapat berguna khususnya bagi

akademisi dan bagi masyarakat pada umumnya.
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LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan
1. Konsep implementasi
Implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan
penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil guna menyelesaikan suatu
pekerjaan.’ Implementasi adalah suatu aktivitas yang mengarah pada kegiatan,
aksi, tindakan, yang mengarah pada suatu tujuan tertentu. implementasi tidak
hanya merupakan suatu kegiatan biasa, tetapi suatu kegiatan yang terencana
dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.?
2. Konsep implementasi kebijakan
Implementasi kebijakan adalah penerapan suatu kebijakan yang
diterapkan secara baik dan benar dalam rangka untuk mencapai tujuan dari
kebijakan tersebut.®
Implementasi Kebijakan menurut para ahli :*
a. George C. Edwards Il : Implementasi kebijakan adalah tahapan
pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan akibat dari

kebijakan tersebut bagi orang-orang yang dipengaruhinya

! Tachjan, “Impelemntasi Kebijakan Publik ”, (Bandung : AIPL, 2006), h. 24

2 Nurdin Usman, “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”, ( jakarta : Grasindo,
2008), h. 49.

% Andi Al Fatih, “Implementasi kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat”, ( Bandung :
Unpad Press, 2010), h. 15.

* Ibid., h. 15-16.

13
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b. Rian Nugroho Dwijiwijoto : implementasi kebijakan adalah sebuah cara
agar kebijakan dapat mencapai tujuan.

c. Randall B.Ripley dan Grace A.Franklin : implementasi kebijakan adalah
terdiri dari serangkaian aktivitas sesuai dengan apa yang dinyatakan pada
kebijakan dalam rangka mencapai tujuan program serta hasil yang diingikan
oleh para penjabat pemerintah.

Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian serta Paul
Sabatier adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya pada bentuk
undang-undang namun bisa pula berbentuk perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya
keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,
menyebutkan secara tegas tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, serta

berbagai cara untuk menstukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Program Keluarga Harapan
1. Pengertian Program Keluarga Harapan
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program jaminan sosial yang
memberikan bantuan berupa uang tunai pada rumah tangga yang sangat

miskin (RTSM) sesuai dengan kondisi dan ketentuan yg sudah ditentukan.

® Leo Agustino, “Dasar-Dasar Kebijakan Publik”. ( Bandung : CV Alfabeta, 2006), h.
153.
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program keluarga harapan merupakan program bantuan sosial sebagai upaya
pemerintah untuk mengentas kemiskinan.

Pembentukan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang
program keluarga harapan adalah solusi untuk mengatasi permasalah
kemiskinan rakyat Indonesia. program keluarga harapan merupakan program
yang memberikan bantuan tunai bersyarat pada warga miskin serta rentan,
yang terdata pada data terpadu program penanganan fakir miskin yang di olah
oleh pusat Data serta informasi Kesejahteraan Sosial dan tercatat menjadi
keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. bantuan sosial
program keluarga harapan berupa uang tunai, diberikan pada seseorang atau
keluarga yang miskin, tak mampu, serta rentan terhadap keadaan sosial.’”

2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan.

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial

c. Undanng-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin

d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

6 Brayen Bakulu, Masje Pangkey, Dkk, “Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor
Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur ”. No.
101. Vol. VII, (2021) : 23

" Pasal 1 ayat (1 dan 6) Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program
Keluarga Harapan.
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Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan
Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian
Sosial

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran
Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Mekasnisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanggulangan
Fakir Miskin

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang

Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara / Lembaga

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk :®

a.

untuk meningkatkan taraf hidup peserta program keluarga harapan
melalui akses layanan Kesehatan, Pendidikan, serta Kesejahteraan
sosial.

Mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan

keluarga miskin serta rentan

® Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
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c. Menciptaakan perubahan prilaku dan kemandirian peserta program
keluarga harapan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan
dan kesejahteraan sosial

d. Mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial antar warga

e. Mengenalkan manfaat produk serta jasa keuangan formal kepada
peserta program keluarga harapan.

4. Ruang Lingkup Program Keluarga Harapan
Ruang lingkup Program Keluarga Harapan meliputi :
a. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Mekanisme PKH dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan
calon peserta PKH, Validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan
peserta PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH,
peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen peserta PKH, dan
pemutakhiran data peserta PKH.®

1) Rencana untuk menentukan lokasi dan jumlah calon peserta. Jumlah

dan calon peserta yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS), apabila korban bencana alam, bencana sosial, dan
masyarakat adat terpencil (KAT) dapat dikecualikan. Penetapan
peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga
KementerianSosial Republik Indonesia.

2) Pertemuan Awaldan Validasi

°  https:/pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf “tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan” , 25 januari 2021, h. 22-35,



https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf
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Pendamping sosial PKHmelakukan sosialisasi pada pertemuan awal
(PA) agar calon peserta PKH belajar tentang PKH dan
mempersiapkan diri menjadi peserta PKH. Pelaksanaan pertemuan
awal dan verifikasi dilakukan melalui proses sebagai berikut:
Pendamping sosial PKH melaksankan sosialisasi pada Pertemuan
Awal (PA) agar calon peserta PKH memiliki pemahaman tentang
PKH dan kesiapan sebagai peserta PKH. Pelaksanaan pertemuan awal
dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :
a) Persiapan pertemuan awal serta validasi data

1. Kegiatan pertemuan awal dilaksanakan sekaligus validasi data
dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan
bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang
valid serta sesuai dengan kriteria komponen PKH.

2. Data awal calon peserta PKH akan dikirimkan ke pendamping
melalui aplikasi e-PKH untuk divalidasi.

3. Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan pertemuan
awal yaitu, menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi
dengan camat atau kepala desa setempat, mengundang
penjabat desa, kesehatan, pendidikan serta sektor lain yang
terkait dengan PKH, pendamping membagikan surat undangan
pertemuan awal (SUPA) kepada calon peserta PKH sesuai
nama serta alamat tercantum, dan mempersiapkan keperluan

lainnya terkait pelaksanaan kegiatan pertemuan awal.
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b) Pelaksanaan pertemuan awal serta validasi
Pada saat pelaksanaan pertemuan awalpendamping sosial
PKH melaksanakan 2 (dua) hal yakni sosialisasi dan validasi data.
1. Sosialisasi
Berikut merupakan hal-hal yang perlu disampaikan oleh
pendamping sosial PKH di aktivitas pertemuan awal, yaitu
menginformasikan tujuan PKH, menyebutkan syarat sebagai peserta
PKH serta kelengkapan data pembukaan rekening bank,
menyebutkan sanksi serta akibat kepesertaan PKH, menjelaskan hak
serta kewajiban peserta PKH, menyebutkan perihal jadwal
penyaluran bantuan PKH, serta menyebutkan perihal komitmen
komponen kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial.
2. Pelaksanaan validasi
Kegiatan validasi di laksanakan pada calon peserta yang
diundang dan hadir dalam pertemuan awal, apabila peserta tidak
dapat hadir maka pendamping PKH harus datang ke rumah peserta
PKH untuk menandatangani formlir validasi.
3) Penetapan pesertaPKH
Direktorat jaminan Sosial menetapkan data peserta PKH
berasal dari rangking kemiskinan terendah, serta hasil pemutakhiran
data berasal dari data hasil validasi calon peserta PKH sesuai
kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya

ditetapkan sebagai peserta PKH. Penetapan Peserta PKH ditetapkan
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melalui Surat Keputusan Direktur jaminan Sosial keluarga Kementerian
Republik Indonesia.
4) Penyaluran Bantuan Sosial
Bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang kepada
peserta PKH dan penyalurannya dilakukan secara bertahap yaitu 4
(empat) kali dalam satu tahun. Penyalurannya melalui Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS) atau bukutabungan dan uang yang mereka terima
dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan,
modal usaha, dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya
tujuan dari PKH.
5) Pemutakhiran data
Maksud serta tujuan pemutakhiran data ialah untuk

memperoleh kondisi terbaru anggota peserta PKH. Data tersebut
dipergunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. khusus
PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran serta
penghentian bantuan. Perubahan data yang terjadi di lapangan adalah
sebagai berikut :

a) Perubahan status eligibilitas peserta PKH

b) Perubahan nama pengurus diKarenakan meninggal, cerai,

berurusan dengan hukum dan hilang ingatan
c¢) Perubahan komponen kepesertaan
d) Perubahan fasilitas kesehatan

e) Perubahan fasilitas pendidikan
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f) Perubahan domisili peserta
g) Perubahan data pengurus dan anggota keluarga sesuai dengan
data kependudukan
h) Perubahan kondisi sosial ekonomi
Pelaksanaan entri data untuk pemutakhiran data melalui e-
PKH dilakukan oleh pendamping setiap kali terjadi perubahan kondisi
peserta yang ditemukan pada setiap kunjungan ke peserata PKH. Hasil
pemutakhiran data melalui e-PKH dikirimkan kepada Pusat Data dan
Informasi (Pusdati) kementerian Sosial.
6) VerifikasiKomitmen
a) Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH mensyaratkan
pemenuhan kewajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan,
layanan pendidikan, serta kesejahteraan sosial oleh peserta PKH.
untuk pemenuhan kewajiban tadi pelaksanaan PKH wajib
memastikan semua anggota peserta terdaftar, hadir serta
mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dah kesejahteraan
sosial
b) verifikasi komitmen bertujuan untuk memastikan semua anggota
peserta PKH terdaftar, hadir serta mengakses fasilitas kesehatan
serta pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan,
pendidikan serta kesejahteraan sosial.
c) pelaksanaan entri data verifikasi komitmen dilakukan oleh

pendamping setiap bulan melalui aplikasi e-PKH untuk
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mencatat kehadiran semua anggota peserta di setiap kunjungan
ke layanan kesehatan, pendidikan juga kesejahteraan sosial.

d) Data hasil entri verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar
penyaluran, penangguhan, serta penghentian bantuan

Kegiatan verifikasi komitmen dapat dikecualikan apabila
terjadi keadaan kahar (force majeure). Ketentuan lebih lanjut tercantum
dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

7) Pendampingan

Pendamping bagi peserta PKH dibutuhkan untuk
meningkatkan kecepatan tercapainya salah satu tujuan PKH, vyaitu
menciptakan perubahan perilaku serta kemandirian peserta terkait
pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Demi tercapinya tujuan tersebut pendamping sosial PKH memiliki
peran serta fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi serta motifasi
bagi peserta PKH.

Implementasi proses pendampingan tidak hanya berfokus
pada pendampingan perorangan peserta PKH yang terkendala atau
membutuhkan terhadap akses layanan, tetapi juga melalui
pendampingan terhadap kelompok peserta PKH dapat dilakukan oleh
pendamping sosial PKH melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan
Pertemuan Peningkatan Kemampuan (P2K2)

a) Pertemuan Kelompok
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pertemuan kelompok adalah aktivitas rutin yang difasilitasi
oleh pendamping PKH untuk pelaksanaa tugas yang bersifat
administratif serta edukatif dengan memberikan info terkait tata
tertib serta aturan PKH, dan akses terhadap layanan kesehatan,
pendidikan serta kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan dari
peserta PKH
b) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
pertemuan Peningkatan Kemampuan keluarga (P2K2)
merupakan proses belajar secara tersetruktur untuk meningkatkan
kecepatan terjadinya perubahan sikap pada peserta PKH. Materi
P2K2 harus disampaikan oleh pendamping PKH kepada semua
kelompok anggota peserta PKH dampingannya. Tujuannya agar
meningkatkan pemahaman serta pengetahuan peserta PKH mengenai
pentingnya pengasuhan anak serta pendidikan anak, kesehatan,
pengelolaan keuangan, perlindungan anak serta kesejahteraan sosial
dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya perubahan
perilaku.
b. Sasaran penerima manfaat PKH
Penerima manfaat bisa dibagi pada beberapa komponen sebagai
berikut, komponen kesehatan, komponen pendidikan serta kesejahteraan
sosial. Setiap komponen mempunyai kriteria sebagai berikut:*

1) Komponen Kesehatan

1% https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf “tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan” , 25 januari 2021, h. 22-23



https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf

24

Komponenkesehatan terdiri dari :
a) Ibu nifas / Hamil / menyusui.
b) Anak usia dini mulai dari 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun
2) Komponen Pendidikan
Kriteria penerima PKH pada komponen pendidikan yakni anak usia
sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud ialah seorang anak dengan usia
6 hingga 21 tahun yang belum menuntaskan wajib belajar yang menempuh
tingkat pendidikan:
a) SD/ Mi sederajat,
b) SMP / Mts sederajat,
c) SMA / MA sederajat.
3) Komponen Kesejahteraan Sosial
Komponen kesejahteraansosial terdiri dari :
a) Lanjut Usia 60 tahun ke atas.
b) Penyandang Disabilitas Berat.

Penyandang disabilitas berat yang kedisabilitasnya telah tak bisa
melakukan aktivitas sahari-hari  ataupun sepanjang hidupnya
berketergantungan pada orang lain serta tak bisa menghidupi dirinya
sendiri.

c. Penetepan kriteria dan pendataan orang miskin dan rentan berasal dari

rumah tangga yang memiliki kriteria :



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai
sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar;

Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk
memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga
medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;

Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk
setiap anggota rumah tangga;

Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai
jejang pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama;

Mempunyai dinding rumah terbuat dari banbu/kayu/tembok dengan
kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah
usang/berlumut atau tembok yang tidak di plaster;

Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/ keramik dengan
kondisi tidak baik/kualitas rendah;

Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes/ dengan
kondisi tidak baik/kualitas rendah;

Mempunyai penerangan tempat tinggal bukan dari listrik atau

listrik tanpa meteran;

10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; dan
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11) Mempunyai sumber air minumberasal dari sumber atau mata air tak

terlindungi/air sungai/air hujan dan lainnya.**

d. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

1)

2)

Hak Peserta PKH

Peserta PKH berhak mendapatkan :*2

a) Bantuan sosial PKH

b) Pendapingan sosial PKH

c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan

sosial

d) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan,

pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan
pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kewajiban Peserta PKH

Kewajiban peserta PKH pada kondisi Normal terdiri dari :**

a) Komponen kesehatan terdiri dari Ibu hamil / nifas / menyusui
dan anak usia dini wajib memeriksa kesehatan pada fasilitas /
layanan kesehatan

b) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib
mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling

sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

I Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang
Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
12 https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf “tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan™ , 25 januari 2021, h. 24
3 1bid., h. 24-25


https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf
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c) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan
penyandang disabilitas berat wajib mengikuti kegiatan di
bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan
minimal setahun sekali

d) Peserta PKH hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan
Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan

e) Seluruh peserta PKH harus memenuhi kewajibannya, kecuali
jika terjadi keadaan kahar (force majeure)

f) Peserta PKH yang tidak memenuhi kewajibannya akan
dikenakan sanksi

e. Sanksi

Apabila ada keluarga PKH yang melanggar atau tidak mematuhi

kewajiban kepesertaan maka akan dikenakan sanksi berupa penangguhan

dan penghentian Bantuan Sosial PKH.*

f.  Jumlah yang diterima

Adapun besaran bantuan bagi penerima Program Keluarga

Harapan Tahun 2021 (Rp)/Tahun adalahsebagai berikut :*>

Tabel 2.1

Besaran Bantuan

No Kategori Jumlah / Tahun
1 | Ibu Hamil / Nifas Rp. 3.000.000,-
2 | Anak Usia Dini 0-6 Tahun Rp. 3000.000,-

' pasal 9 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
'3 https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1 , di akses pada 26 juni 2021 jam 22.13



https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1
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3 | Pendidikan Anak SD/Sederajat Rp. 900.000,-

4 | Pendidikan Anak SMP/Sederajat Rp. 1.500.000,-
5 | Pendidikan Anak SMA/Sederajat Rp. 2.000.000,-
6 Penyandang Disabilitas Berat Rp. 2.400.000,-
7 | Lanjut Usia Rp 2.400.000,-

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Keluarga Harapan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan adalah :

1. Memperbaiki aksibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan,

pendidikan dan kesejahteraan sosial guna untuk meningkatkan kualitas

hidupkeluarga miskin dan rentan

2. Mewujud Program Perlindungan Sosial yang terencana, terarah dan

berkelanjutan. Perlu untuk menetapkan Program Keluarga Harapan agar

dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan

keluarga miskin dan rentan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi

kemiskinan dan kesenjangan sosial.

D. Peraturan Menteri dalam Hierarki Perundang-Undang

Hans Kelsen mengemukakan teori perihal jenjang hierarki norma hukum,

dia beropini bahwa hierarki norma hukum itu bersifat berjenjang-jenjang serta

berlapis-lapis dalam struktur hierarki, di mana norma yang lebih rendah

bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber

pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga suatu falsafah
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Negara Indonesia yaitu pancasila . oleh karena itu, hukum selalu dibuat serta
dihapuskan oleh dasar lembaga yang memiliki otoritas yang membentuknya
dan sesuai kepada norma yang lebih tinggi sehingga norma yang lebih rendah
mampu dibentuk atas dasar norma yang lebih tinggi, dan akhirnya hukum
menjadi berlapis-lapis serta berjenjang-jenjang membentuk suatu tatanan
hierarki.*®

Hierarki perundang-undang menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undang :*’
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Peraturan menteri dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tidak
diatur dalam ketentuan hierarki namun peraturan tersebut diatur dalam jenis-
jenis Peraturan Perundang-undang diatur dalam Undang-undang No. 12
Tahun 2011 dalam pasal 8 ayat (1) menyebutkan.“ Jenis Peraturan
Perundang-undang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,

' Maria Farida Indrati Soeprapto, “llmu Perundang-Undang, Dasar-dasar dan
Pembentukkannya ”. ( Yogyakarta : Kanisius, 1998), h. 25.

7 Aziz Syamsuddin, “Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang”. ( Jakarta : Sinar
Grafika, 2013), h. 30.
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Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank
Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-
undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, Bupati / Wali Kota. Kepala
Desa atau yang setingkat.”18

pada ketetapan diatas menjelaskan jenis-jenis peraturan yang terdapat
pada peraturan perundang-undang serta peraturan yang ditetapkan oleh
Menteri sebagai salah satu jenis ketetapan tersebut. Kemudian dalam pasal 8
ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 menyebutkan kekuatan mengikat
jenis peraturan Perundang-undang tersebut.“Peraturan Perundang-undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

kewenangan.”19

E. Tinjauan Tentang Siyasah al-Maliyah
1. Pengertian Siyasah al-Maliyah
Siyasah al-Maliyah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab Siyasah

berarti Politik, al-Maliyah berarti Ekonomi Islam maka Siyasah al-Maliyah

'8 pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undang

' pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undang
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bermakna Politik Ekonomi Islam. Menurut istilah ialah suatu kebijakan yang
di buat oleh suatu pemerintahhan yang berkaitan dengan perekonomian untuk
mensejahterkan masyarakat yang tidak menyimpang dari syariat Islam?.

Siyasah al-Maliyah adalah kajian yang ditetapkan oleh Rasulullah
dan praktiknya di kembangkan sang al-Khulafah serta pemerintahan Islam
sepanjang sejarah, hingga saat ini. Kajiannya tak terlepas dari Al-Qur’an serta
Sunnah, membahas tentang aturan pendapatan serta belanja Negara serta
merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam.*
Siydsah al-Maliyah ialah salah satu bagian terpenting pada sistem
pemerintahan Islam karena ini membahas tentang aturan pendapatan serta
belanja Negara. di kajian ini dibahas tentang sumber-sumber Keuangan
Negara, pos-pos pengeluaran serta belanja Negara, kepentingan-kepentingan
atau hak, publik, perdangan internasional ,perbankan serta pajak.?

Figh siyasah al-Maliyah mengharuskan orang-orang kaya untuk
mampu bersikap senang memberi serta murah hati, sedangkan orang-orang
miskin diperlukan buat bersikap selalu tabah, berusaha, dan berdo’a
memohon rahmat Allah SWT. serta sebagai bentuk dari kebijakan, diatur
pada bentuk zakat, serta infak yang hukumnya harus atau pula pada bentuk

lain seperti sedekah, wakaf, dan penetapan pemimpin (ulil amri) yang tak

0 Andri Nirwana, “Figh Siyasah Maliyah Keuangan Publik Islam”. ( Banda Aceh
:Searfigh, 2017), h. 2.

2! Nurcholis Majdid, “Figh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik”. ( Jakarta : Gaya
Media Pratama, 2001), h. 273.

22 Muhammad Iqbal, “ Figh Siyasah, Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam”. (Jakarta :
Kencana, 2014), h. 317,
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bertentangan dengan hukum Islam, misalnya pajak (kharaj) dan bea cukai
(Usyur).?
2. Sumber Hukum Siyasah al-Maliyah
Sumber hukum Siyasah al-Maliyah adalah
Al-Qur’an merupakan sumber hukum utama dalam Siyasah al-
Maliyah yang mengatur tentang masalah keuangan dan pendapatan
Negara. Beberapa firman Allah SWT. dalam al-Qur’an :**

1) Lugman:20
P v N G s A A B Iy i O BN

oty @3Y 1 5 Lag ol

Go0p Lbloy s lb Lars

Artinya : “Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah
menundukkan apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi untuk
(kepentingan) mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir
dan batin. Tetapi diantara manusia ada yang membantah tentang
(keesaannya) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang
memberi penerangan.”

2) An-Nisa’ :29

2 Djazuli, “Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu

Syariah”. ( Jakarta : Kencana, 2003), h. 177.

#* Mohammad Al Jose Sidmag, “ Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan
Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat”. ( Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), h.
23.
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Artinya : “Wahai orang-orang yeng beriman ! janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dalam perdangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah
Maha Penyayang kepadamu”

3) Al-Hasyr:11
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Artinya : “Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik
yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara Ahli
Kitab, * sesungguhnya, jika kamu diusir niscahaya kami pun akan
keluar bersama kamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh
kepada siapapun demi kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan
membantu.” Dan Allah menyaksikan, bahwa mereka benar-benar
pendusta”’
3. Landasan kebijakan Pembangunan Ekonomi
Landasan kebijakan pembangunan ekonomi terbagi menjadi 3
landasan yaitu : landasan tauhid (Tauhidullah), landasan keadilan
(‘ddalah) serta landasan keberlanjutan (Istimrariyyah) %
a. Landasan tauhid (Tauhidullah)

Dasar tauhid adalah dasar pengakuan bahwa semua sumber
ekonomi berasal dan milik Allah SWT. Prinsip tauhid telah
membentuk paham universal bahwa sumber kehidupan bukan milik
individu, tetapi milik umum (milkullah), dan harus terbuka untuk
semua orang (open access).

b. Landasan keadilan (‘Adalah)

Asas keadilan adalah asas dasar bahwa pengelolaan sumber
daya ekonomi dilakukan secara merata untuk semua orang, sehingga
setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi
serta menikmati sumber daya ekonomi yang secara benar dan nyata.

c. Landasan keberlanjutan (Istimrariyyah)

Landasan keberlanjutan mengkehendaki bahwa pendayagunaan

sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi

% Jja Suntana, “Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) : Teori-teori Pengelolaan
Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, Dan Undang-undang Sumber Daya Air di
Indonesia”. (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 16-17.
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sumbernya secara berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan berdasarkan
pada fakta keberadaan sumber-sumber ekonomi yang terbatas
jumlahnya, sementara penggunaannya tak terbatas. oleh karena itu,
adil merupakan wajib menjadi landasan penentuan kebijakan
pengelolaan serta  distribusi  sumber-sumber ekonomi yang
bersangkutan.

Kebijakan ekonomi dalam Islam harus ditopang oleh 4 (empat) hal,
diantara sebagai berikut : Tanggung jawab sosial, kebebasan ekonomi
yang terbatas oleh syariat, pengakuan multiownership, dan Etos kerja
yang tinggi.?

a. Tanggung jawab sosial

Berdasarkan pernyataan tanggung jawab sosial ekonomi politik

Islam, di balik kekayaan yang kita peroleh, ada hak orang lain yang
harus diberikan kepada mereka. Sistem ekonomi tradisional percaya
bahwa memberikan beberapa properti kepada orang lain adalah
bentuk kedermawanan, bukan pengakuan atas hak orang lain. Dalam
hal ini, Islam menekankan pada sistem kesetaraan sosial, bukan
sistem kesetaraan ekonomi yang dianut oleh sosialisme.

b. kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syariat

Kebebasan ekonomi yang dibatasi oleh hukum Syariah
didasarkan pada teori, selama tidak ada alasan kuat untuk

meninggalkannya, prinsip muamalah merupakn diperbolehkan.

2 |bid, h. 17-18.
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c. pengakuan multiownership

Islam mengakui kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama dan
kepemilikan negara. Hal ini berbeda dengan teori kapitalisme yang
hanya mengakui kepemilikan individu, dan juga berbeda dengan
teori sosialisme yang hanya mengakui kepemilikan publik atau
kepemilikan negara.
d. Etos kerja yang tinggi

Etos kerja yang tinggi berarti kesanggupan serta kemampuan
individu dalam memberikan yang terbaik pada mengelola sumber-
sumber ekonomi dengan cara bekerja keras, efesien, disiplin serta

tangguh.

4. Teori Kewajiban Negara

Teori kewajiban Negara menurut Abu Yusuf ialah bahwa Negara
berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan
kemakmuran bagi mereka. Teori kewajiban Negara menurut Abu Yusuf
mempunyai tiga konsep dasar, yaitu :*’

a. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berarti bahwa setiap
kebijakan nasional yang menyangkut kepentingan warga negara harus
tepat sasaran dan selalu dilaksanakan dari segi kepentingan. Abu Yousuf

mengatakan bahwa tugas utama penyelenggara pemerintahan, terutama

%" Ija Suntana, “Politik..., h. 32-35
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yang terkait dengan sumber daya alam dan aset milik negara, adalah
mewujudkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki
kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merumuskan
berbagai kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat umum.
b. Pemeliharaan hak rakyat

Sebagai bentuk pemeliharaan hak rakyat Abu Yusuf menyatakan
bahwa kepala Negara berkewajiban memberi penjelasan secara
transparan pada rakyatnya tentang berbagai masalah yang menyangkut
kekayaan Negara dan program-program ysng dilaksanakan termasuk
pemenuhan hak masyarakat. Negara berkewajiban memberi penjelasan
pada masyarakat perihal hak serta kewajiban mereka, terutama yang
menyangkut hukum. Walaupun begitu, kepala Negara tidak berarti
memiliki hak untuk merumuskan hukum karena mereka hanya penerap
hukum vyang artinya kepala Negara ialah seorang eksekutif yang
berkewajiban menerapkan hukum yang sudah dirumuskan para fugha.

c. Pengelolaan keuangan publik

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik, menurut Abu
Yusuf prinsip keadilan pada sistem pengelolaan kekayaan serta keuangan
Negara, terutama perpajakan akan meningkatkan kemakmuran Negara.
kebalikannya apabila pengelolaan keuangan serta perpajakan Negara
dilaksanakan secara tak adil Negara tersebut akan runtuh. Sebaliknya

Perpajakan yang adil serta penerapan hukuman syariat secara adil akan
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membuat kemakmuran bagi warga sehingga penguasa akanmendapatkan
imbalannya yang baik.
5. Teori Tangung Jawsb Negara

Teori tanggung jawab negara (mas'uliyyah ad-daulah) Ash-Shadr
menyatakan bahwa hukum Islam menunjuk negara untuk menjamin
kebutuhan semua umat. Teori tersebut memiliki tiga konsep dasar, yaitu
(1) konsep jaminan sosial (adh-dhaman al-ijtima'i), (2) konsep
keseimbangan sosial (at-tawazun al-ljtima'i) dan (3) negara intervensi
Konsep (at- tadakhul ad-daula).?®

a. Jaminan sosial (adh-dhaman al-ijtima i),

Konsep jaminan sosial menjelaskan bahwa negara
berkewajiban menyelenggarakan jaminan sosial untuk menjaga taraf
hidup seluruh rakyat dalam masyarakat. Dalam memenuhi kewajiban
ini, negara mengambil 2 (dua) bentuk..

1) menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu
untuk melakukan aktivitas yang produktif sehingga dirinya bisa
memenuhi kebutuhan hidup dirinya dari hasil kerja tersebut.

2) Menyediakan bantuan langsung tunai, saat seorang individu
tidak bisa melakukan kegiatan produktif dalam memenuhi
kebutuhannya sendiri, atau ketika terjadi keadaan khusus
sehingga Negara tidak bisa memberikan lapangan kerja

kepadanya.

28 Hammam Maulana, “Implementasi UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2017 Pasal 15
huruf B tentang Tanggung Jawab Sosial Prusahaan ditinjau dari Siyasah Maliyah”. (Bandung :
UIN Sunan Gunung Jati, 2018), h. 9-10.
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b. Konsep keseimbangan sosial (at-tawazun al-Zjtima i)

Konsep keseimbangan sosial menurut  Ash-Shadr
merupakan keseimbangan standar diantara para individu dalam
masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. artinya kekayaan harus
berputar diantara para individu sehingga masing-masing orang bisa
hidup pada standar kelayakan normal secara umum walaupun terdapat
perbedaan tingkat yang beragam namun tidak mencolok.

c. Konsep intervensi Negara (at-tadakhul ad-daulah)
Konsep intervensi Negara yang dimaksud oleh Ash-Shadr adalah
Negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi

hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

6. Teori Maslahat
Teori maslat menurut para ahli hukum Islam membagi maslahat
menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.?
a. Maslahat Dharuriyat
Maslahat Dharuriyat Mencakup lima hal dasar, yaitu sebagai

barikut :

1) Melindungi agama

2) Melindungi nyawa

3) Melindungi akal

2 Hamzah, “ Revitalisasi Teori Maslahat Mulahah al-Thufi dan Relevansinya dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undang di Indonesia”. Ahkam : Jurnal Ilmu Syari’ah (2015) :
h. 31.
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4) Melindungi keturunan
5) Melindungi harta
b. Maslahat hajiyat
Maslahat hajiyat mencakup hal-hal yang tidak terkait dalam lima
hal dasar pada tersebut, namun memiliki nilai signifikan untuk
kehidupan manusia, seperti ketersediaan sarana-sarana kehidupan.
c. Maslahat tahsiniyat
Maslahat tahsiniyat mencakup hal-hal yang signifikannya
dibawah nilai Maslahat hajiyat dan merupakan aksesoris kehidupan
manusia, seperti terjaminnya kesempatan manusia untuk dapat

menambah kekayaan melebihi dari kebutuhan dasar.
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METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.
metode penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur riset yang menghasilkan
suatu informasi deskriptif berbentuk perkataan, tertulis ataupun lisan dari orang
serta perilaku orang yang diamati.* Dengan demikian, untuk menganalisis data,
mengelola data dan menghimpun data supaya dapat memperoleh informasi yang
mendalam tentang permasalahan yang menjadi penelitian, maka penulis

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian yuridis empiris yang menganalisis data dan mengkaji
bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yuridis empiris
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.?
Pendekatan penelitian yuridis empiris berusaha melihat hubungan antara hukum
dengan masyarakat, sehingga dapat mengungkap bagaimana penerapan

berlakunya suatu aturan hukum dalam masyarakat tersebut.’

! Lexis J. Moleong, “ Metode Penelitian Kualitatif”. (Bandung : PT. Remaja Rosda
Karya, 2001), h. 3.

2 Ishaq, “ Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi
”.(Bandung : Alfabeta, 2017), h. 70.

% Hajar, “ Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Figh”. (Yogyakarta :
Kalimedia, 2017), h. 117.
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B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan vyaitu
penelitian secara langsung terjun ke lapangan atau kepada narasumber untuk
memperoleh data yang nyata yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.*
Dalam penelitian ini penulis akan langsung terjun ke lapangan dengan alasan
untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun
2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Tinjau dari Siyasah al-

Maliyah.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk membatasi dan mempertajam suatu
penelitian kualitatif dan untuk memilih mana data yang perlu untuk dimasukkan
dan data mana yang tidak perlu untuk dimasukkan.’> Dengan menetapkan fokus
penelitian tepat dan jelas, peneliti dapat menentukan mana data yang perlu untuk
dikumpulkan dan mana data yang tidak perlu untuk dikumpulkan. Penelitian ini
akan difokuskan pada bagaimana “ Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1
Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Tinjau dari Siyasah

al-MéliyahStudi Desa Pantai Cempa, Kec. Bandar Pusaka Kab. Acah Tamiang”.

* Sutrisno Hadi, « Metodologi Rasearch”. (Yogyakarta : Andi Offset, 2001), h. 66.
> Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D”. (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 208.
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D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merujuk pada pengertian lokasi atau tempat yang
dilakukannya penelitian bercirikan adanya populasi, adanya tempat, adanya
pelaku, dan adanya kegiatan yang dapat dilakukan observasi.® Lokasi dari
penelitian ini adalah di Desa Pantai Cempa, Kec. Bandar Pusaka Kab. Acah
Tamiang. Dengan alasan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan
Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di

Tinjau dari Siyasah al-Maliyah.

E. Sumber Data Penelitian
Sumber data penelitian adalah dalam penelitian ini kajian dan bahasannya
bersumber pada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang di peroleh bersumber langsung dari
lapangan.” Sumber data primer diperoleh penulis dari hasil wawancara
bersama Penerima Manfaat PKH, Kepala Desa dan Pendamping sosial
Program Keluarga Harapan yang khusus tinggal di Desa Pantai Cempa
Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data dukungan atau penunjang

penelitian dalam data primer.® Sumber data sekunder diperoleh dari buku

® Nasution, “ Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . (Bandung : Tarsito, 2003), h.
43,

" Ishaq, “ Metode Penelitian Hukum..., h. 71.

® Ibid, h. 71.
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pedoman PKH, Peraturan Menteri, Undang-undang dan buku-buku yang
berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun
2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Tijauan dari Siyasah

al-Maliyah.

F. Teknik Pengambilan Data
Teknik pengambilan data dalam penelitian kualitatif instrument utamanya
adalah peneliti itu sendiri yang mencari data pada informan atau subjek yang
diteliti.’Teknik pengambilan data merupakan prosedur pengukuran data,
pengumpulan data, dan menganalisis data yang akurat. Dalam penelitian ini
peneliti penggunakan teknik pengambilan data wawancara, observasi dan
dokumentasi
1. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengambilan informasi melalui proses
tanya jawab lisan yang berlangsung secara satu arah, artinya pertanyaan
datang dari pihak pewawancara dan yang diwawancarai memberikan
jawaban.’® Wawancara terbagi dua jenis diantaranya adalah wawancara
tersetruktur dan wawancara tidak tersetruktur. Wawancara terstruktur
disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaan telah ditetapkan
sebelumnya dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. Wawancara

tidak struktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pola aturan

® Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, “ Metode Penelitian Kualitatif “. (Jakarta : At
Ruzz Media, 2017), h. 163.

10 Abdurrahman Fathoni, “ Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi”. (Jakarta :
PT Rineka Cipta, 2006), h. 105.
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tertentu dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara tidak terstruktur juga
disebut wawancara mendalam, wawancara terbuka atau wawancara
bebas.'’ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian
tersetruktur dimana penulis menetapkan pertanyaanyang akan diajukan
kepada narasumber. Narasumber dalam teknik pengambilan data ini
adalah Penerima Manfaat PKH, Kepala Desa dan Pendamping PKH di
Desa Pantai Cempa.
2. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap
kondisi atau perilaku objek yang menjadi sasaran.> Untuk mengamati
secara langsung peneliti menggunakan teknik pengambilan data
observasi dan mengamati secara langsung tentang bagaimana
Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan (PKH) di Tijauan dari Siyasah al-Maliyah.
Dengan menggunakan teknik pengambilan data observasi berperan serta
dalam pengamatan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melihat
bagaimana praktik lapangan yang benar tentang penerapan PKH di Desa
Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran

dan penemuan bukti-bukti yang bukan berasal langsung dari subjek

! Mardalis, “Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”. ( Jakarta : Bumi Aksara,
2018), h. 63-64.
*2 Ibid, h. 104.
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peneliti tetapi melalui dokumen.** Dokumen yang dimaksud berupa foto-
foto, buku-buku, laporan, dan dokumen lainnya yang mendukung dalam

penelitian ini.

G. Analisis Data
Analisi data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis
informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta
dokumentasi dengan metode mengorganisasikan informasi kedalam katagori,
menjabarkan ke dalam unit- unit, menyusun ke dalam pola, memilah mana
yang berguna yang hendak dipelajari, serta membuat simpulan sehingga
mudah untuk dimengerti.** Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan
data berlangsung. Aktivitas dalam analisis data kualitatif antara lain :
1. Reduksi Data ( Data Reduction)
Reduksi data adalah proses pemilihan, merangkum hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, mengumpulkan data dari
catatan-catatan lapangan, mengelompokkan data dan membuang data
yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan
diveryfikasi. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan cara
memilih mana data yang menarik, perlu dan penting kemuadian
membuang data yang tidak diperlukan.

2. Penyajian Data ( Data Display )

3 Afifuddin dan Beni Ahmed Saebeni, “Metode Penelitian Kualitatif”. (Bandung :
Pustaka Setia, 2012), h. 140.

% Hardani, Helmina Andriani DKK, “ Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”.
(Yogyakarta : CV Pustaka llmu, 2020), h. 162.



46

Untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran dari bagian
penelitian maka perlu dilakukannya penyajian data. Penyajian data
dilakukan dengan cara memaparkan hasil dari wawancara dalam bentuk
naratif di dukung dengan foto-foto, dokumen-dokumen serta gambar
yang mendukung lainnya untuk dijadikan suatu kesimpulan.

Penarikan Simpulan (Conculting Drawing)

Penarikan kesimpulan adalah verifikasi secara terus menurus selama
proses penelitian berlangsung, peneliti akan menganalisis data dan
mencari pola, hubungan pesamaan, tema, hipotesis, hal yang sering
muncul, dan sebagainya yang tertuang dalam kesimpulan. Dalam
penelitian ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan

observasi dilapangan.®

> 1bid, h. 163-173.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa Pantai Cempa merupakan salah satu desa ysng berada di Kecamatan
Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki 3 Dusun terdiri dari
Dusun Rindu, Dusun Bunga Cempa dan Dusun Perisai. Mata pencaharian
penduduk Desa Pantai Cempa mayoritas petani dan buruh tani, baik petani kelapa
sawit maupun petani sawah dan ladang, dan penduduk desa Pantai Cempa
mayoritas beragama Islam. di desa inilah peneliti akan melakukan penelitian
tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapn ditinjau dari Siyasah Maliyah.
1. Kondisi Geografis
Kondisi geografis desa Pantai Cempa merupan dataran tinggi dibelah
oleh sugai besar yaitu sungai tamiang dan memiliki 4 anak sungai, memiliki
iklim teropis yaitu hujan dan kemaurau dan temperature kisaran 22°C-32°C.
Adapun batas-batas wilayah Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka
Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut
a. Utara berbatasan dengan Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka
b. Selatan Berbatasan Dengan Desa Pengidam Kecamatan Bandar Pusaka
c. Timur Berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu

d. Barat berbatasan dengan kecamatan Sekrak

47
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2. Jumlah penduduk
Jumlah penduduk desa Pantai Cempa adalah sebagai Berikut :

Tabel 4.1
Jumlah penduduk

Jumlah penduduk
NO Dusun Jumlah KK | Laki-laki | perempuan Jumlah
1 | Bunga Cempa 78 155 137 292
2 Rindu 176 303 336 639
3 Perisai 76 163 143 306
Jumlah 330 621 615 1.237

Berdasarkan jumlah penduduk diatas menunjukkan bahwa hingga
tahun 2020 penduduk desa Pantai Cempa tercatat sebesar 1.237 jiwa dan
330 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk laki-laki 621 jiwa dan jumlah
penduduk perempuan sebesar 615 jiwa, dan menunjukkan bahwa jumlah

penduduk laki-laki lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan.

3. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian Apabila dilihat keadaan masyarakat di Desa
Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dapat disimpulkan
bahwa masyarakatnya memiliki berbagai macam pekerjaan. Dibawah ini akan
dijelaskan tabel dari pekerjaan masyarakat Desa Pantai Cempa Kec. Bandar

Pusaka Kab. Aceh Tamiang.




Tabel 4.2
Mata Pencaharian
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NO Jenis mata pencaharian Jumlah
1 | Petani 172 orang
2 | Buruh Tani 97 orang
3 | Dagang 57 orang
4 | Peternak 13 orang
5 | Guru 11 orang
6 | Lainnya 158 orang

Jumlah 508 orang

Dilihat dari tabel diatas mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa

Pantai Cempa adalah sebagian besar petani.

4. Peserta PKH

Data jumlah Peserta PKH Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab.

Aceh Tamiang tahun 2021 berdasarkan KK dapat dilihat pada tabel dibawah

ini.
Tabel 4.3
Peserta PKH
Jumlah Penerima PKH Jumlah Warga Jumlah non penerima PKH
81 KK 330 KK 249 KK

Jumlah peserta PKH Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh

Tamiang berdasarkan KK merupakan 81 keluarga, dari 330 KK dan yang bukan

Peserta PKH merupakan 249 KK.
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5. Struktur Organisasin Perangkat Desa

Gambar 4.1
Struktur Perangkat Desa

M. Jafar
M. Ali

M. Nurdin Basri Naimah Hanim
M. Nasir

Nurdin Nawir Rahmat. A

Hasanuddin
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B. Implementasi Peraturan menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang
Program keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar
Pusaka Kabupaten Aceh tamiang.

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial menerapkan Program
Keluarga Harapan bertujuan untuk penanggulangi masalah kemiskinan agar
terwujudnya kesejahteraan sosial, kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan
Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Kelurga Harapan yang di
dasarkan pada Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan
Sosial Secara Non Tunai dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa,
penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial
yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberian bantuan
sosial. Penyaluran bantuan sosial merupakan bantuan sosial yang diberikan dalam
rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi; Perlindungan Sosial,
Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan pelayanan dasar.*

Program Keluarga Harapan adalah program yang di terapkan oleh Menteri
Sosial dimana Peraturan Menteri sosial tersebut dalam hierarki berada di tingkat
Undang-undang dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011. Peraturan
perundang-undang tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undang yang
lebih tinggi atau yang dibentuk berdasarkan kewenangan.

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial bersyarat

yang diberikan kepada seseorang atau keluarga miskin yang didasarkan pada

! Pasal 2 Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial
Secara Non Tunai
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Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,
segala sesuatu yang berkaitan dengan program keluarga harapan dijabarkan dan
diatur didalamnya. Dikatakan bersyarat karena untuk memperoleh program
bantuan sosial PKH harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Mentri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 3
menyebutkan sebagai berikut : “sasaran PKH merupakan keluarga dan / seseorang
yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan
fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan / atau kesejahteraan
sosial” .2

Pasal diatas menjelaskan bahwasannya dalam penerimaan penyaluran
PKH yang di terapkan oleh pemerintah harus memenuhi syarat dan ketentuan
yang ada seperti warga miskin, warga yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) sebagai fakir miskin dan memiliki dari salah satu komponen yang
telah ditetapkan vyaitu, komponen kesehatan, komponen pendidikan dan
komponen kesejahteraan. Komponen-komponen yang masuk dalam kategori PKH
adalah sebagai berikut, pertama komponen kesehatan terdiri dari Ibu hamil atau
nifas atau menyusui dan anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 6 tahun, kedua
komponen pendidikan terdiri dari SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan
SMA/MA sederajat, ketiga komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia
mulai dari usia 60 tahun dan penyandang disabilitas berat. Dananya digunakan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, melalui program PKH ini

pemerintah berharap warga dapat lebih sejahtera dan bebas dari kemisikinan.

? pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan
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Prosedur penetapan calon peserta PKH adalah terlebih dahulu memilih
lokasi dan menetapkan jumlah peserta PKH bersumber dari Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan ranking kemiskinan terendah, data
calon penerima PKH dikirim ke pendamping melalui aplikasi e-PKH setelah
menerima daftar nama tersebut pendamping melaksanakan pertemuan awal dan
memvalidasi data. Sebelum melaksanakan pertemuan awal dan validasi,
pendamping PKH menentukan tempat pertemuan dan waktu pelaksanaan
pertemuan tersebut kemudian memberikan Surat Undangan Pertemuan Awal
(SUPA) kepada calon peserta PKH. Pada pelaksanaan pertemuan awal
pendamping PKH melaksanakan 2 (dua) hal yakni sosialisasi dan validasi data.
Proses ini merupakan pertemuan pertama antara pendamping PKH dan calon
peserta PKH.

Validasi data merupakan proses akhir apakah calon peserta PKH sesuai
dengan kriteria kepesertaan PKH, jika sudah sesuai maka akan dimintakan
klengkapan data untuk dibukakan buku tabungan dan diberikan Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS) sebagai kartu kombo (berbentuk ATM BSI), setelah menerima
buku tabungan dan kartu ATM peserta tersebut telah sah menjadi peserta PKH
atau KPM PKH.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 di Kecamatan
Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang khususnya di Desa Pantai Cempa,
pendamping PKH memiliki peranan penting di dalam pelaksanaannya dimana

pendamping PKH mempunyai peran dan fungsi sebagai fasilitasi atau
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melancarkan atau mempermudahkan pelaksanaan PKH, mediasi, advokasi,
edukasi dan motifasi bagi peserta PKH.

Penulis telah melakukan observasi (pengamatan) di Desa Pantai Cempa,
terlihat penerapan PKH belum diterapkan sepenuhnya baik dikarenakan masih
banyaknya penerima PKH dari keluarga dalam katagori mampu sedangkan
masyarakat dalam katagori miskin sebahagian tidak menerima manfaat program
tersebut, padahal di dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang
PKH yang berhak menerima adalah keluarga atau seseorang yang miskin.

Selain observasi penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui
bagaimana program PKH itu dilaksanakan di Desa Pantai Cempa mengenai
ketepatan sasaran Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program
Keluarga Harapan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, Pendamping

PKH, dan Masyarakat yang bersangkutan.
Bapak Hasannudin selaku Kepala Desa Pantai Cempa mengatakan bahwa :

“Penerapan PKH di Desa Pantai Cempa belum merata dan tepat sasaran,
terdapat keluarga dalam katagori mampu menerima program tersebut hal
itu disebabkan oleh data yang di himpun oleh Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data lama, data tersebut
dihimpun sebelum saya menjadi datok dan untuk proses pendataannya
juga dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup lama sekitar tiga
tahunan sehingga data tersebut dapat menglami perubahan™®

Dari hasil wawancara diatas penerapan PKH di Desa Pantai Cempa
dikatakan belum tepat sasaran hal ini dikarenakan data peserta PKH dari Kepala

Desa sebelumnya hingga Kepala Desa yang sekarang belum adanya pemutakhiran

¥ Hasanuddin, Kepala Desa Pantai Cempa, Wawancara Pribadi, Desa Pantai Cempa, 27
Agustus 2021.
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data, sehingga tidak terlaksananya seperti yang terkandung dalam isi dan tujuan
Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tersebut. Suatu implementasi atau
penerapan Kkebijakan dikatakan terlaksana dengan baik apabila program
pemerintah tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Hasil dari wawancara bersama Bapak Muhammad Yusuf selaku
pendamping PKH Desa Pantai Cempa menyatakan bahwa.

“Untuk program PKH di Desa Pantai Cempa ini dalam rangka pemilihan
peserta PKH penerima tersebut berdasarkan pada tingkat kemiskinan
terendah, penetapan sasaran tersebut berasal dari Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk penepatan sasaran sudah
terealisasikan sebagaimana dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kita
cuma melaksanakan data yang sudah ada, apabila informasi keluar kita
langsung validasi ke lapangan, dengan cara kita meminta tolong ke
perangkat desa guna memberikan surat undangan kepada calon peserta
PKH supaya calon peserta PKH bisa dikumpulkan di kantor camat setelah
itu di validasi informasinya apakah masyarakat tersebut benar miskin
serta mempunyai komponen dari ketentuan PKH ialah komponen

kesehatan, komponen pendidikan serta komponen kesejahteraan sosial.
294

Dari hasil wawancara diatas penerapan PKH di Desa Pantai Cempa
menurut pendamping PKH bahwa PKH tersebut telah tepat sasaran dan sesuai
dengan prosedur penerapan PKH sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial
No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapa. Pandangannya tidak sama
dengan kepala desa dan masyarakat peneriman PKH yang mana Kepala Desa dan
mayoritas peserta PKH mengatakan penerapan PKH tersebut belum tepat sasaran,

berikut kutipan wawancara peserta PKH

* Muhammad Yusuf, Pendamping PKH, Wawancara Pribadi, Desa Babo, 27 Agustus
2021.
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“ Program keluarga harapan ini belum tepat sasaran, masih ada keluarga
yang kaya menerima program ini sedangkan yang saya lihat miskin gak
nerima. Kalo untuk diri saya sih sudah pas karena saya tergolong miskin,
ada yang rumah gedung, suami punya usaha bengkel dan doorsmeer
menerima uang PKH ini.”

Hasil wawancara bersama lIbu Siti Sawiyah mengatakan bahwa PKH di Desa

Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang belum tepat sasaran.

“menurut saya masih belum tepat sasaran ada beberapa yang layak
mendapatka PKH namun tidak mendapatkan contohnya kayak Andong
Baroh, Andong Baroh itukan tinggal sendirian, tidak mempunyai
keluarga, dan sudah tua juga seharusnya ia bisa dimasukkan menjadi
peserta PKH. "

Penyataan dari Ibu Siti Fatimah sama dengan Ibu Siti Sawiyah
mengatakan bahwasannya penerapan PKH di Desa Pantai Cempa Kecamatan
Bandar Pusaka belum tepat sasaran.

“Belum tepat sasaran menurut saya PKH di Desa Pantai Cempa belum

tepat sasaran dan belum merata, ada yang berhak menerima dan ada yang

tidak berhak masih tumpang tindih ”/

Pernyataan sama yang dikatakan oleh lbu Siti Jamilah yaitu
menurutnya penerapan PKH belum tepat sasaran khususnya di Desa Pantai
Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

“Belum ya dek tapi kalo untuk diri saya sudah tepat sasaran masih

sebagian aja yang tersentuh oleh PKH ini. PKH saya dalam katagori

pendidikan 1 (satu) anak nominal dapat Rp. 225.000,. uang PKH ini saya
gunakan untuk keperluan sekolah anak untuk membeli buku, tas dan

seragam sekolah. Alhamdulillah dengan adanya PKH ini sangat
membantu perekonomian keluarga saya.

® Siti Sawiyah, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 6 Agustus 2021.

® Siti Fatimah, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 6 Agustus 2021.

’ Siti Jamilah, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 29 Agustus 2021.

® Tuti Sari Ratna Dewi, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 29
Agustus 2021.
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Hasil wawancara bersama Ibu Tuti Sari Ratna Dewi juga mengatakan PKH
belum tepat sasaran.

“Belum dek saya memang menerima PKH ini namun ibu dan ayah saya
sudah lansia umur 60-an tidak mempunyai usaha ataupun pekerjaan tapi
tidak menerima padahal untuk kerja aja mereka sudah tidak bisa, uang
harap dari anak-anaknya dek

Ibu Asna juga mengatakan PKH yang diterapkan di Desa Pantai Cempa
tersebut belum tepat sasaran.

Dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini setiap sebulan sekali, ada
pertemuan setiap bulannya atau pelatihan yakni bentuk kegiatannya adalah FDS
(Family Development Season) atau pertemuan setiap bulan dimana kegiatan ini
untuk membantu meningkatkan kemampuan ibu-ibu KPM dalam hal pengasuhan
anak dan peningkatan ekonomi. Menurut pendamping sosial PKH tentang
pertemuan setiap bulannya ke peserta PKH adalah

“saya selaku Pendamping Sosial PKH merasa kualahan untuk
melakukan pertemuan setiap bulannya, karena rumah saya jauh, dan
untuk Kecamatan Bandar Pusaka sendiri hanya memiliki 3 (tiga)
Pendamping untuk mendampingi 13 (tiga belas) Desa, saya sendiri
mengurus 5 (lima) Desa. Jika dilakukan pertemuan setiap bulannya
kualahan dan Desanya pada jauh semua. Saya sudah melakukan
sosialisasi pertemuan awal dan menjelaskan semua yang terkait PKH
dan melakukan validasi data, bila ada kendala atau perubahan mereka
selalu menghubungi saya. Jika untuk penambahan peserta itu bukan
wewenang saya ~10

® Asnah, Peserta PKH, wawancara pribadi, Desa Pantai Cempa, 29 Agustus 2021.
9 Muhammad Yusuf, Pendamping PKH, Wawancara Pribadi, Desa Babo, 27 Agustus
2021.
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Pendamping Sosial PKH tidak melaksanakan pertemuan setiap bulannya
dikarnakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala salah satunya adalah
kurangnya petugas Pendamping Sosial PKH, untuk wilayah Kecamatan Bandar
Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang mempunyai cakupan wilayah yang cukup
luas, seharusnya petugas Pendampingan Sosial PKH harus memadai berdasarkan
luas Daerah itu sendiri, namun yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan teori.
Kemudian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pendamping Sosial PKH hanya
mampu melaksanakan pengawasan terhadap Desa yang dapat dijangkau saja.

Pada praktiknya, implementasi dari program dinas sosial tersebut peran
Pendamping Sosial dalam merealisasikam PKH sangat menentukan keberhasilan
PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.
Berdasarkan hasil penelitian program ini sangat membutuhkan peran pendamping
dalam menjalankan program kerja Program Keluarga Harapan. Pendamping
Sosial PKH berperan sebagai fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi serta motifasi
bagi peserta PKH. Pendamping Sosial PKH wajib melaksanakan pertemuan setiap
bulannya, Pertemuan setiap bulannya sangat penting karna bersifat administratif
serta edukatif, yang mana dalam pertemuan setiap bulannya dilakukannya
pemutakhiran data, pemutakhiran data tersebut sangat berpengaruh karna
menentukan ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 63 Tahun 2017
dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 4 bahwa penerima bantuan sosial adalah seseorang,
kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko

sosial. Dalam pelaksanaan PKH pemerintah sudah merealisasikan bantuan sosial
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PKH tersebut di Kecamatan Bandar Pusaka dan sudah merata di 13 (tiga belas)
Desa salah satunya di Desa Pantai Cempa. Masyarakat Desa Pantai Cempa yang
mendapat bantuan sosial PKH tersebut sangat terbantu perekonomiannya. Tujuan
diadakannya PKH yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, memutus tali rantai
kemiskinan karna penerima bantuan sosial PKH ini mendapat bantuan mencakup
semua komponen yakni pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. PKH ini hanya
sebagai penunjang dan penghubung dari semua program dari kementria sosial,
agar tuntas masyarakat miskin yang tadinya miskin menjadi tidak miskin lagi.
Namun Penerapan PKH yang disalurkan di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar
Pusaka Kab. Aceh Tamiang belum tepat sasaran masih banyak masyarakat yang
mengeluhkan berjalannya program tersebut, seperti :

1. Masih ada warga yang tergolong mampu menerima Program Keluarga
Harapan sehingga dikatakan belum tepat sasara masalah ini terjadi karna
pihak pendamping tidak melakukan pemutakhiran data peserta PKH,
sehingga data peserta PKH tersebut merupakan data lama.

2. Pendamping Sosial PKH tidak melaksanakan pertemuan setiap bulannnya
ini terjadi karna dari pihak Pendamping Sosial PKH kekurangan petugas
Pendampingan Sosial PKH untuk Kecamatan Bandar Pusaka.

Masalah yang terjadi tersebut menghambat bantuan sosial PKH tersalurkan
kepada masyarakat yang benar membutuhkan dan tepat sasaran. Pihak
pendamping pun mengeluhkan saat melaksanakan kegiatan pertemuan setiap

bulannya, karna kurangnya personil Pendampingan Sosial PKH untuk
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melaksanakan dalam kegiatan tersebut, sehingga menghambat bantuan tersebut

tersalurkan kepada masyarakat dengan tepat sasaran.

C. Tinjauan Siyasah al-Maliyah terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1
Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan
Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh
Tamiang.

1. Tinjauan Siyasah al-Maliyah terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1

Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Suatu Negara wajib untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat
yang membutuhkan, didirikannya Negara untuk menjaga agama dan mengelola
dunia, mengusahakan kemakmuran bagi setiap individu sesuai dengan aturan
Islam, dan menjamin kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak dapat di penuhi
oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini terdapat dalam tinjauan siyasah al-Maliyah
dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan Negara identik dengan adh-dhamal
al-ijtima’i atau jaminan sosial, di Indonesia termasuk di Desa Pantai Cempa
Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan
kebijakan jaminan sosial yang disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH)
yang mana tujuan dari PKH tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakat
yang kurang mampu. Jaminan sosial tersebut diberikan berupa uang tunai untuk

digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Konsep Islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat Al-Qur’an yang

menyuruh kaum mukminin menolong saudara seagama mereka yang fakir dan
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miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Sebagaimana
firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Adz-Dzariyaat ayat 19 (QS. 51 : 19)

sebagai berikut:
piiadly Jolild 5> pedisal I

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Dalam Al-Qur’an surat Adz-Dzariyaat ayat 19 yang dimaksud dengan
orang miskin yang tidak mendapat bagian adalah orang miskin yang tidak
meminta-minta. Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak
memperbolehkan terhadap seorang muslim membiarkan muslim lainnya dalam
keadaan kelaparan atau kekurangan. Adanya jaminan sosial yang diberikan
Pemerintah haruslah menyeluruh demi terciptanya kesejahteraan, mendorong
terciptanya hubungan baik antara individu, masyarakat dan Pemerintah. Jaminan
sosial juga menghilangkan jarak pemisah antara si kaya dan si miskin sehingga
dengan adanya perlindungan sosial masyarakat miskin mampu memenubhi
kehidupannya dengan layak serta mempererat hubungan sesama muslim. Seperti
halnya PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang yang
memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial kepada
keluarga miskin, sehingga mereka mampu mengakses pendidikan dan kesehatan
dengan mudah dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui

peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.
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2. Tinjauan Siyasah al-Maliyah terhadap PKH di Desa Pantai Cempa Kec.

Bandar Pusaka Kab Aceh Tamiang

Pada praktik Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pantai Cempa
Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang tidak lepas dari hambatan
dan masalah dalam penerapannya, yang mana program PKH tersebut dalam
prosedur penetapan peserta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 1
Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan hanya saja belum sepenuhnya
baik yang disebabkan oleh kelalaian dari petugas Pendamping Sosial PKH, yang
tidak menjalankan tugas yaitu pertemuan setiap bulannya. Program Keluarga
Harapan (PKH) hanya berhak diberikan kepada masyarakat yang benar
membutuhkan dan untuk setiap individu, hanya saja di Desa Pantai Cempa
Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang mendapatkan jaminan
sosial tersebut masih belum tepat sasaran didalam daftar nama penerima PKH
masih ada keluarga dalam katagori mampu namun masih terdata sebagai penerima
PKH.

Hal di atas tidak menerapkan landasan keadilan dalam Siyasah al-Maliyah,
dalam prinsip dasar keadilan, pengelolaan sumber-sumber ekonomi harus
dilakukan secara merata dan tepat sasaran untuk setiap individu atau masyarakat
yang benar membutuhkan. sedangkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial No.
1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Tinjauan Siyasah al-
Maliyah di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, tidak
menerapkan landasan keadilan tersebut. Siyasah al-Maliyah sungguh melarang

adanya ketidak adilan dalam pengelolaan kekayaan Negara, dikarnakan ketidak
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adilan dalam pengelolaan kekayaan Negara akan membuat Negara runtuh dan
sebaliknya apabila pengelolaan kekayaan Negara dilaksanakan secara adil akan
membuat Negara tersebut makmur. Islam sangat menekankan sikap adil dalam
segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk
berlaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun kepada orang lain.
Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-

Nahl ayat 90 (Q.S 16 : 90)

5

oluxY iy JiadlLy Sols & G
%l,o,o .jl (/:}:Q A ,“;9 Lr}o ,,}‘ (5; ;S"'l;,iljg
O33SI5 pSdrd pShay radly S0l

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.”

Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil, yakni
pertengahan dan seimbang dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan.
Adil ialah sikap pertengahan antara lahir dan batin bagi setiap orang yang
mengamalkan suatu amal karena Allah SWT. Pada surat An-Nahl ayat 90 dapat
dipahami bahwa Allah SWT sangat menekankan kita selaku umat manusia
berperilaku adil, termasuk adil dalam perlindungan sosial yang diberikan
pemerintah kepada rakyatnya. Keadilan dalam perlindungan sosial ini bertujuan
agar distribusi kekayaan dapat merata sehingga tidak ada jurang pemisah antara si

kaya dan si miskin. PKH merupakan program bantuan non tunai bersyarat yang
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merupakan bentuk tanggung jawab serta kepedulian pemerintah dimana dalam
implementasinya PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh
Tamiang belum tepat sasaran dalam menentukan kepesertaan PKH, sehingga yang
mendapat bantuan PKH masih ada dalam katagori mampu. Hal ini menunjukkan
bahwa konsep keadilan tidak diterapkan pada PKH, terutama di Desa Pantai
Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang. Jadi implementasi PKH di Desa
Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dalam perspektif Siyasah

al-Maliyah tidak memenuhi landasan keadilan.

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mensejahterakan masyarakat
kurang mampu di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang,
ini merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki
komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, masyarakat yang
termasuk dalam katagori tersebut berhak menerima Program keluarga Harapan,
yang mana mereka termasuk kedalam tanggung jawab pemerintah. Setiap pelaku
politik ekonomi islam memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang
benar dan amanah dalam mewujudkan kemaslahatan, tidak terkecuali Pemerintah
yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang ia pimpin. Seorang pemimpin harus
berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat
sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Muddassir ayat 38

(QS. 74 : 38)

Y
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Artinya : “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah

diperbuatnya,”

Setiap individu memiliki tanggung jawab, terlebih pemimpin yang
memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan negara yang
dipimpimnya. Seorang pemimpin haruslah mampu bersikap amanah demi
tercapainya kesejahteraan karena setiap apa yang diamanahkan kepada seorang
pemimpin akan dipertanggungjawabkan kelak diakhirat. Dalam implementasinya
PKH di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang Pendamping
Sosial PKH tidak bertanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada
program ini. Pelaksanaan Pendamping sosial PKH tidak serius dan tidak memiliki

kesungguhan terhadap tugas pendampingan setiap bulannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya

penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1.

Implementasi Peraturan menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang
Program keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar
Pusaka Kabupaten Aceh tamiang telah diterapkan sesuai prosedur hanya
saja belum sepenuhnya baik karena Pendamping sosial PKH tidak
melaksanakan tugasnya yaitu pertemuan setiap bulan, yang menyebabkan
tidak telaksanakannya pemutakhiran data atau peninjauan kembali data
terkini peserta PKH. Hal tersebut menyebabkan masih adanya keluarga
dalam katagori mampu terdata sebagai peserta PKH.
Tinjauan Siyasah al-Maliyah terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1
Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan
Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh
Tamiang
a. Tinjauan Siydsah al-Maliyah terhadap Peraturan Menteri Sosial
No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH),
telah sesuai dengan tanggung jawab negara yaitu memberikan
jamianan sosial
b. Tinjauan Siyasah al-Maliyah terhadap PKH Implementasinya di

Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang,

66



67

dalam landasan keadilan, Program Keluarga Harapan (PKH) tidak
diterapkan, hal ini dilihat dari masih ada keluarga katagori
mampu terdata sebagai peserta PKH dan masih ada masyarakat
miskin belum merasakan manfaat dari program tersebut, dan
untuk penyelenggaraan pemerintah di Desa Pantai Cempa Kec.
Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang belum efektif, Pendamping
Sosial PKH tidak bertanggung jawab dalam tugasnya vyaitu

pertemuan setiap bulannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang direkomendasikan
penulis sebagai bahan masukan untuk mendukung Program Keluarga Harapan di
Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang adalah sebagai
Berikut :

1. Bagi penyelenggara atau lembaga instansi yang terkait dengan PKH
bahwasannya perlu adanya penambahan Peserta PKH di Desa Pantai Kec.
Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang

2. Perlunya adanya penambahana personil pendamping untuk Kecamatan
Bandar Pusaka agar pendamping PKH dapat lebih fokus dalam
menjalankan tugasnya.

3. Kepada pemerintah diharapkan lebih memperhatikan Program Keluarga
Harapan dan perlu adanya pengawasan setiap desanya agar program

tersebut dapat diterapkan dengan sempurna.
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4. Perlu dilakukan pemutakhiran data secara benar sebagai bentuk proses
pendataan peserta penerima PKH di Desa Pantai Cempa. Hal tersebut agar

PKH terealisasikan dengan benar dan tepat sasaran.
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